
 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR :  11 TAHUN 2009  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2004 

TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang :          a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya aparatur 
daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah dilaksanakan 

Program Izin Belajar berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 

b. bahwa dengan dilaksanakannya penataan Organisasi Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan untuk optimalisasi 

pencapaian Program Izin Belajar, perlu diadakan perubahan atas 
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2004 sebagaimana 

pertimbangan pada huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 

Jawa Barat; 

Mengingat                  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) 
Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4014); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4332); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 

9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemberian 
Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG 
PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  



                       Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemberian 
Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, diubah sebagai berikut 
: 

1. Ketentuan Pasal 5 setelah huruf e ditambah huruf el dan e2 baru, sebagai berikut : 

el. Tidak menuntut penyesuaian Ijazah, kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu; 

e2. Melaporkan hasil kelulusan setelah mengikuti pendidikan. 

2. Ketentuan Pasal 6 huruf b dan c diubah serta setelah huruf c ditambah huruf cl baru, sebagai 
berikut : 

b. Kepala Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk 
memberikan izin belajar bagi tingkat pendidikan Diploma III kebawah; 

c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan izin 
belajar bagi tingkat pendidikan Diploma IV/Strata I dan Strata II; 

ci. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan izin belajar bagi tingkat pendidikan 
Strata III. 

                         Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 

                                                      Ditetapkan di Bandung 
                                                              pada tanggal 13 Maret 2009 

 
                                                 GUBERNUR JAWA BARAT, 

 
                                                                                        ttd 

 
 

                                                AHMAD HERYAWAN 
 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 13 Maret 2009 
 

   SEKRETARIS DAERAH PROVINSI     
                JAWA BARAT, 

 
 
                     ttd 

 

           LEX LAKSAMANA 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR  84 SERI E  

 


